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PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL PASTIKAN DANA HIBAH 

PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 SESUAI KETENTUAN 

 

 

Sumber Gambar: jogjapolitan.harianjogja.com 

 

Isi Berita; 

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul meghibahkan dana pilkada ke 

KPU dan Bawaslu sebesar Rp48,4 miliar. Tahun ini dialokasikan sebesar Rp19,369 miliar atau 

40% dari total kebutuhan anggaran. 

Adapun sisanya sebesar Rp29,054 miliar akan dicairkan di tahun depan. Kepala Kesbangpol 

Gunungkidul, Johan Eko Sudarto mengatakan, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk 

anggaran pilkada 2024 sudah ditandatangani antara bupati, KPU dan bawaslu pada Jumat 

(10/11/2023). Sesuai dengan pembahasan yang telah dilakukan disepakati kebutuhan anggaran 

untuk pilkada sebesar Rp48,424 miliar. 

KPU Gunungkidul mendapatkan alokasi sebesar Rp37,035 miliar dan Bawaslu Gunungkidul 

memeroleh anggaran pengawasan sebesar Rp10,389 miliar. “Sudah dialokasikan dan pencairan 

mulai dilaksanakan di tahun ini,” kata Johan kepada wartawan, Jumat siang. 

Dia menjelaskan, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.91./435/SJ 

tentang Pendanaan Pilkada 2024 yang mengharuskan alokasi 40% di 2023. Johan memastikan 

ketentuan dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan alokasi di tahun ini bisa terpenuhi. 
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Menurut dia, total yang disedikan tahun ini sebesar Rp19,369 miliar. Rinciannya sebesar 

Rp15,214 miliar diberikan ke KPU Gunungkidul dan Bawaslu sebesar Rp4,155 miliar. 

“Jadi tidak ada masalah dan besaran alokasi sudah sesuai ketentuan dari Kementerian Dalam 

Negeri,” ungkap mantan Kepala Dinas Perdagangan ini. 

Johan menambahkan, kekurangan anggaran pilkada sebesar Rp19,054 miliar akan disalurkan 

di tahun depan. Rincianya sebesar Rp22,821 miliar untuk KPU dan sisanya sebesar Rp6,233 

miliar diberikan ke Bawaslu Gunungkidul. 

“Jadi sesuai ketentuannya, tahun ini dicairkan sebesar 40% dari alokasi dan sisanya yang 60% 

disalurkan tahun depan,” katanya. 

Menurut dia, penyiapan anggaran sesuai ketentuan harus melalui berbagai penyisiran mata 

anggaran yang ada. Terlebih lagi, kondisi sekarang masih dalam posisi defisit sehingga 

dibutuhkan kerja ekstra keras agar alokasi pencairan sesuai dengan ketentuan dari pusat. 

“Untuk anggaran tidak ada masalah dan harapannya pelaksanaan dan pengawasan dalam 

pemilihan bupati dan wakil bupati di tahun depan sapat berjalan dengan lancar,” katanya. 

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Sunaryanta. Menurut dia, hibah dana untuk 

penyelenggaran Pilkada 2024 merupakan bentuk komitmen dari pemerintah guna 

menyukseskan  penyelenengggaraan. 

“Intinya pelaksanaan dan pengawasan di pemilu harus berjalan dengan baik,” katanya. 

 

Sumber Berita: 

1. jogjapolitan.harianjogja.com, Pemkab Gunungkidul Pastikan Dana Hibah Pilkada 2024 

Sesuai Ketentuan, 10/11/2023; 

2. jogja.antaranews.com, Pemkab Gunungkidul Hibahkan Anggaran Pilkada 2024 sebesar 

Rp48,42 Miliar, 10/11/2023; 

3. jogja.tribunnews.com, Pemkab Gunungkidul Hibahkan Dana Rp48,42 Miliar Untuk 

Keperluan Pilkada 2024, 10/11/2023; 

 

Catatan; 

I. Dari pemberitaan tersebut diatas, diketahui bahwa: 

1. Dana hibah sebesar Rp48,4 Miliar dialokasikan untuk KPU sebesar Rp37, 035 miliar 

dan Bawaslu sebesar Rp10,389 miliar. 

2. Dana tersebut akan dibagikan dalam dua tahap yaitu sebesar 40% atau sebesar 

Rp19,369 miliar pada tahun 2023 dan 60% atau sebesar Rp29,054 miliar pada tahun 

2024. 

3. Dari dana sebesar Rp19,369 miliar tersebut, sebesar Rp15,214 miliar dialokasikan 

untuk KPU Gunungkidul, dan sebesar Rp4,155 miliar untuk Bawaslu. 
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II. Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaiman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: 

1. ayat (4): Belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 

kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. ayat (5): Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lain; 

c. badan usaha milik negara atau BUMD; dan/atau 

d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. 

III. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang: 

1. Pasal 1: 

a. angka 1: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut 

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota  

untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. 

b. angka 7: Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang 

bertugas melaksanakan pemilihan umum.  

c. angka 8: Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU 

Provinsi  adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.  

d. angka 9: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat 

KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.  

e. angka 10: Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu 

adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi 

penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 
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f. angka 16: Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya disingkat Bawaslu 

Provinsi adalah Badan Pengawas Pemilihan Gubernur yang bertugas untuk 

mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur di wilayah Provinsi. 

2. Pasal 166: Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung melalui Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

Penjelasan: Pendanaan untuk seluruh kegiatan Pemilihan dibebankan pada APBN, 

kecuali kegiatan kampanye yang berupa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka 

dan dialog. Dukungan dana melalui APBD antara lain  berupa kegiatan sosialisasi, 

pengamanan, distribusi logistik dan lain-lain. 

IV. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

1. Pasal 62: 

a. ayat (1): Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e 

diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik 

negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang 

berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, 

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap 

tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

b. ayat (2): Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 

menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 

kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, 

pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, 

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.  

c. ayat (3): Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam 

APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, 

kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penjelasan Pasal 62 ayat (1): Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang 

disampaikan kepada Kepala Daerah. 

Pemberian hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang 

mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Pasal 102 ayat (4): Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling sedikit terdiri atas: 

a. ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, 

obyek, dan rincian obyek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 
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b. penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, 

Kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian oyek pendapatan, belanja, dan 

Pembiayaan; 

c. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; dan 

d. daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. 

V. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 

Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Yang 

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 

1. Pasal 1: 

a. angka 3: Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU 

Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud 

dalam Undang Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum 

yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

b. angka 4: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut 

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bertugas 

mengawasi penyelenggara pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana 

dimaksu d dalam Undang Undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan 

penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan peraturan 

perundang undangan.  

c. angka 5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU 

Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara 

pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan 

wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 

d. angka 6: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut 

Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan 

pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota. 

e. angka 7: Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang selanjutnya disebut 

Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih 

gubernur dan wakil gubernur, dan kabupaten/kota untuk memilih bupati dan wakil 

bupati serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.  
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f. angka 8: Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan 

kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur bagi provinsi, pemilihan bupati 

dan wakil bupati bagi kabupaten, serta pemili han wali kota dan wakil wali kota 

bagi kota, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan 

dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

g. angka 12: Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi 

Hibah kepada penerima Hibah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya 

dan dilakukan melalui perjanjian.  

h. angka 13: Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan 

dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi , Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan 

Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 

i. angka 14: Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD 

adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 

Daerah dengan penerima Hibah. 

2. Pasal 2: 

a. ayat (1): Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dibebankan 

pada APBD provinsi. 

b. ayat (2): Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan 

wakil wali kota dibebankan pada APBD kabupaten/kota. 

c. ayat (3): Dalam hal pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat 

membentuk dana cadangan. 

3. Pasal 4: 

a. ayat (1): Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan pemungutan 

suara serentak pada tanggal dan bulan yang sama dengan Pemilihan bupati dan 

wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, 

dilakukan Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama antara provinsi dengan 

kabupaten dan/atau kota yang bersangkutan. 

b. ayat (2): Pendanaan Kegiatan Pemilihan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara 

proporsional sesuai dengan beban kerja masing-masing daerah. 

c. ayat (3): Beban kerja masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disepakati bersama antara gubernur, bupati dan/atau wali kota yang ditetapkan 

dengan keputusan gubernur. 
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4. Pasal 7: 

a. ayat (1): Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur diusulkan oleh KPU 

Provinsi dan Bawaslu Provinsi kepada gubernur.  

b. ayat (2): Penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, untuk 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil 

wali kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

kepada bupati/wali kota. 

c. ayat (3): Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang 

diusulkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berpedoman pada standar 

kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua KPU setelah 

berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan. 

d. ayat (4): Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang 

diusulkan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada 

standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan oleh Ketua 

Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 

e. ayat (5): Standar satuan harga kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), berpedoman pada ketentuan 

peraturan perundangundangan di bidang pengelolaan anggaran pendapatan dan 

belanja negara. 

5. Pasal 8: 

a. ayat (1): Standar kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), selanjutnya dibahas bersama antara: 

a. TAPD dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota; dan/atau 

b. TAPD dengan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

b. ayat (2): Pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 

mengevaluasi kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan sesuai dengan standar 

kebutuhan dan standar satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5). 

c. ayat (3): Hasil pembahasan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi 

dasar penganggaran Belanja Hibah Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang ditetapkan 

dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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6. Pasal 11: 

a. ayat (1): Pelaksanaan dan penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(2) huruf b, dilakukan setelah penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang 

penjabaran APBD. 

b. ayat (2): Berdasarkan penetapan Perda tentang APBD atau Perkada tentang 

penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menyusun DPA-

PPKD. 

c. ayat (3): DPA-PPKD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disahkan oleh PPKD setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah selaku 

koordinator pengelolaan keuangan daerah. 

7. Pasal 12: 

a. ayat (1): DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, terdiri atas Belanja 

Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada KPU Provinsi dan Belanja 

Hibah Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada Bawaslu Provinsi. 

b. ayat (2): DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), untuk 

Pendanaan Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil 

wali kota, terdiri atas Belanja Hibah Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali 

kota dan wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Belanja Hibah 

Pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota kepada 

Bawaslu Kabupaten/Kota. 

c. ayat (3): DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai 

dasar pelaksanaan anggaran Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

8. Pasal 13: 

a. ayat (1): Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepada 

KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani 

oleh: 

a. gubernur dengan Ketua KPU provinsi; dan 

b. gubernur dengan Ketua Bawaslu provinsi.  

b. ayat (2): Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan bupati dan wakil bupati/wali kota dan 

wakil wali kota kepada KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota 

dituangkan dalam NPHD dan ditandatangani oleh: 

a. bupati/wali kota dengan Ketua KPU kabupaten/kota; dan 

b. bupati/wali kota dengan Ketua Bawaslu kabupaten/kota. 

c. ayat (3): Penandatanganan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. 
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d. ayat (4): NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat 

ketentuan mengenai: 

a. pemberi dan penerima Hibah; 

b. tujuan pemberian Hibah; 

c. besaran dan rincian penggunaan dana Hibah Kegiatan Pemilihan; 

d. hak dan kewajiban; dan 

e. ayat (5): NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampiri dengan pakta 

integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan 

digunakan sesuai dengan NPHD. 

f. ayat (6): NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menggunakan format NPHD 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

9. Pasal 15: 

a. ayat (1): PPKD menerbitkan surat penyediaan dana sebagai dasar bagi Pemerintah 

Daerah untuk melakukan proses pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan 

kepada: 

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan  

b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

b. ayat (2): Pencairan Belanja Hibah kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), melalui mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Pasal 16: 

a. ayat (1): Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah.  

b. ayat (2): Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD 

dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan.  

c. ayat (3): Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan 

sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan paling lama 14 

(empat belas) hari kerja terhitung setelah penandatanganan NPHD. 

d. ayat (4): Dalam hal pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan 

bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencairan dilakukan dengan 

ketentuan: 
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a. Tahap kesatu paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan 

dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah 

penandatangan NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); dan  

b. tahap kedua paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan 

dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

e. ayat (5): Dalam hal pencairan dilakukan bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat 

4 pencairan tahap kedua tidak mensyaratkan bagi KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, 

KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan terlebih 

dahulu laporan penggunaan Hibah. 

11. Pasal 19: 

a. ayat (1): Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

d, dilakukan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara formal dan 

material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola 

oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

b. ayat (2): Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf 

d, dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara 

formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang 

dikelola oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

12. Pasal 20: 

a. ayat (1): Dalam hal terdapat sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan pada akhir tahun 

anggaran, namun tahapan, jadwal dan program Kegiatan Pemilihan belum berakhir 

dan/atau lanjutan, sisa dana Hibah tersebut tetap pada rekening KPU Provinsi, 

Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan 

tidak disetor ke kas daerah. 

b. ayat (2): Penggunaan sisa untuk mendanai tahapan, jadwal dan program Kegiatan 

Pemilihan yang belum berakhir dan/atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu 

Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. ayat (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya  Kegiatan Pemilihan masih terdapat 

sisa dana Hibah Kegiatan Pemilihan, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengembalikan sisa 

dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah 

pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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VI. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Tahun 2024: 

a. Huruf B: Penganggaran 

1. Memastikan alokasi anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibebankan pada 

APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) 

Provinsi, Kabupaten/Kota dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian 

objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan. 

2. Pemerintah Daerah (Badan Kesbangpol) Provinsi/Kabupaten/Kota berkoordinasi 

dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk segera 

mengajukan usulan kebutuhan anggaran Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. 

3. Selanjutnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Kesbangpol 

bersama KPU dan Bawaslu membahas usulan kebutuhan anggaran Kegiatan 

Pemilihan dengan mempedomani standar satuan biaya kebutuhan pendanaan 

Kegiatan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

merupakan batas tertinggi besaran satuan biaya yang tidak dapat dilampaui. 

4. Besaran dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dlbahas bersama 

sebagaimana dimaksud pada angka 3, selanjutnya: 

a. Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi 

dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar pencantuman besaran 

anggaran Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur dalam APBD TA 

2023 dan APBD TA 2024. 

b. Disepakati bersama oleh TAPD dengan KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu 

Kabupaten/Kota dan dituangkan dalam Berita Acara untuk menjadi dasar 

pencantuman besaran anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam APBD TA 2023 dan APBD TA  

2024. 

5. Penyediaan dana hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib dianggarkan pada 

TA 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60% 

(enam puluh persen) dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama 

sebagaimana pada angka 4. 
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6. Bagi pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau telah menganggarkan 

tetapi belum sesuai kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubenur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada 

APBD TA 2023, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan  

Perkada tentang penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan 

DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan 

APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi 

Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023. 

7. Dalam hal penyelenggaraan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur, 

Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan  

penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan/atau Pemilihan 

susulan pendanaannya dibebankan pada APBD Provinsi/Kabupaten/Kota masing-

masing. 

8. Dalam rangka efisiensi pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam 1 

(satu) wilayah Provinsi dilakukan pembiayaan bersama secara proporsional antara 

Provinsi, Kabupaten dan Kota disesuaikan dengan beban kerja masing-masing 

daerah yang dikoordinasikan oleh Gubenur.  

b. Huruf C: Pelaksanaan 

1. Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada KPU 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah 

ditetapkan dalam APBD dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

(NPHD) dengan ketentuan: 

a. Ditandatangani bersama oleh Gubemur/BupatiMali Kota dengan Ketua KPU 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan Ketua Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota paling 

lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan Pemilihan dimulai. 

b. Hibah Kegiatan Pemilihan yang dianggarkan pada Tahun 2023 dan 2024 dibuat 

dalam 1 (satu) NPHD, selanjutnya apabila diperlukan perubahan dapat 

dilakukan penyesuaian dalam NPHD. 

2. Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan dilakukan sebagai berikut: 

a. Tahun Anggaran 2023 sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai NPHD dan 

dicairkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah 

penandatangan NPHD; dan 

b. Tahun Anggaran 2024 sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai NPHD dan 

dicairkan paling lama 5 (lima) bulan sebelum hari pemungutan suara. 

c. Selanjutnya pencairan belanja hibah Kegiatan Pemilihan yang dilaksanakan 

Tahun Anggaran 2024 dapat dilakukan setelah pengesahan DPA SKPD dengan 
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tidak mensyaratkan penyampaian laporan penggunaan belanja hibah dan tidak 

menunggu permohonan pencairan dari KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU 

Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. 

3. Kepala Badan Kesbangpol selaku pengguna anggaran menerbitkan Surat Perintah 

Membayar Langsung (SPM-LS) hibah Pilkada berdasarkan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA) dan Surat Penyediaan Dana (SPD). Selanjutnya, berdasarkan 

SPM-LS hibah Pilkada, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan 

P2DLS hibah Pilkada kepada: 

a. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan  

b. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. 

c. Huruf D: Pengawasan dan Pelaporan 

1. Pengawasan atas penggunaan dana Hibah kegiatan Pemilihan Gubemur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilakukan oleh 

APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Sehubungan dengan hal tersebut, Bupati/Wali Kota melaporkan perkembangan 

kesiapan pendanaan Kegiatan Pemilihan Bupati/Wali Kota kepada Gubemur dan 

selanjutnya Gubemur melaporkan perkembangan kesiapan pendanaan Kegiatan 

Pemilihan Tahun 2024 kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal 

Bina Keuangan Daerah paling lambat pada akhir bulan Mei Tahun 2023. 


